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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan
hukum perdata, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut
kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka
(Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya
dianalisis secara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Uraian terhadap hasil penelitian yang akan peneliti
paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata
adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak
terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara
sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta
peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan
darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris
dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata.

LEGAL COMPARISON OF THE STATUS OF THE RIGHTS OF
ADOPTED CHILDREN TO INHERITED PROPERTY (A REVIEW OF
CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW)

ABSTRACT

To the effect this research is subject to be know and menganalisis procedures child appointment terminological Islamic Law and Civil
Law Compilation, and knowing and menganalisis is legal status and Right For adopted child in Beneficial Owner Asset Terminological
Islamic Law and Civil Law Compilation. In this method observational, researcher utilizes Library data collecting tech ( Library
Research ) where this Research did by researcher to for get secondary law material. Secondary material is law material the inside
studies is books, rules, paper, and data that is gotten from penelusuran pass through Internet media or other media. Acquned material
observational it is dianalisis further interpretatif's ala well ala dramatikal and also analytic ala. Breakdown of to observational result
that researcher will explain is as follows: First, are procedural child appointment terminological islamic law and civil law compilation
be been done legalistic child appointment that prevailing on their behalf. Both of, child appointment legal status to remaining asset
application heir terminologicals islamic law and civil law compilation be adopted child ala validates to pass through position justice
verdict it is equal blood child, so pertinent one deserves to heirs oldster remainder asset it, meanwhile terminologicals child
appointment islamic law not take in law effect in term cognation, relationship waliah and inheritances with designate oldster, heir
nonetheless that regular becomes heir of oldster contain it. Thus, child adopts not heirs oldster remainder asset its lift.

Keyword: Division heritage, adopted child, islamic law compilation object law.

mendapatkan keturunan dalam rangka
A. LATAR BELAKANG meneruslkan kelangsungan hidup serta
melangsungkan keturunannya.
Keinginan untuk mendapatkan
ketururnan adalah hal yang manusiawi

Sudah  menjadi  kodrat
manusia bahwa dalam hidupnya selalu
berupaya semaksimal mungkin untuk
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dan alamiah, akan tetapi terkadang hal
ini di tentukan oleh takdir Tuhan, yang
mana tidak semua manusia dipercaya
dan dikaruniai oleh Tuhan untuk
memiliki keturunan. Bahkan banyak
terjadi perceraian yang diakibatkan
oleh selisih paham antara suami istri yg
memicu pertengkaran hingga
menyebabkan perceraian.

Oleh karena itu banyak cara
yang ditempuh  manusia  dalam
memperoleh keturunan, agar masalah
persoalan tersebut dapat memperoleh
solusi. Salah satu solusi dari persoalan
tersebut yaitu pengangkatan anak atau
yang biasa disebut dalam masyarakat
yaitu anak angkat atau anak adopsi.

Anak merupakan karunia
Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu
anak sebagai amanah dari Tuhan yang
harus senantiasa dijaga dan dilindungi
keluarga, masyarakat, dan Negara.
Anak memiliki hak-hak yang tercantum
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang
hak anak, pelaksanaan kewajiban dan
tanggung jawab orang tua, keluarga,
masyarakat,pemerintah dan Negara
untuk  memberikan  perlindungan
terhadap anak.

Dalam tataran hukum, implikasi
yang ditimbulkan lebih luas lagi
misalnya pengangkatan anak (adopsi),
terlebin  mengangkat anak perihal
pewarisan, status hukumnya serta hak
dan kedudukannya. Perbuatan
pengangkatan maupun terhadap anak
angkat yang bersangkutan. Oleh sebab
itu  diharapkan  adanya  hukum
terkodifikasi yang mengatur,
menjelaskan dan menjamin dalam
suatu  pelaksanaan  adopsi  atau
pegangkatan anak.

Hal ini dikarenakan hukum di
Indonesia bersifat pluralitas, dimana
ada beberapa hukum yang mengatur
tentang pengangkatan anak (adopsi),
diantaranya adalah menurut Hukum

Perdata dan Hukum Islam. Dengan
demikian setiap permasalahan yang
ditimbulkan dalam kehidupan
masyarakat mengenai status hukum
anaka agkat dalam hal pewarisan dapat
diselesaikan dengan baik dan dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan
hukum.

Dengan demikian hal ini patut
dan menarik sekali untuk disimak dan
dikaji, sehingga mendorong kita untuk
memahami dengan baik keadaan dan
perkembangan hukum-hukum positif di
Indonesia dalam rangka untuk mencapai
kesempurnaan menuju adanya Hukum
Pewarisan Nasional dan Hukum Islam
yang terkodifikasi. Oleh karena itu
penulis mengambil topic “Komparasi
Hukum Status Hak Anak Angkat
Terhadap Harta Warisan (Tinjauan dari
Hukum Perdata dan Hukum Islam)”
melalui studi komperatif sebagai judul
skripsi.

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat
dirumuskan

1. Bagaimana status anak angkat
menurut Hukum Perdata dan Hukum
Islam?

2. Bagaimana hak anak angkat
terhadap harta warisan menurut Hukum
Perdata dan Hukum Islam?

. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan
metode penelitian metode penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data pustaka (Library
Research) dimana penelitian yang
dilakukan  oleh  peneliti untuk
mendapatkan bahan hukum sekunder.
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan
hukum vyang didapatkan dengan
menelaah buku-buku, peraturan
perundang-undangan, karya tulis, serta
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data yang didapatkan dari penelusuran
melalui media internet atau media lain.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Status Anak Angkat

1. Menurut Hukum Perdata

Menurut  pasal 14  Stb.
1917 No. 129, pengangkatan anak
memberi akibat bahwa status
anak yang bersangkutan berubah
menjadi seperti seorang anak sah.
Hubungan keperdataan dengan orang
tua kandungnya menjadi putus
sama sekali.

Dalam Staatsblad 1917 No.
129, akibat hukum dari pengangkatan
anak adalah  anak tersebut secara

hukum memperoleh nama  dari
bapak angkat, dijadikan sebagai
anak yang dilahirkan dari

perkawinan orang tua angkat dan
menjadi ahli waris orang tua angkat.
Artinya, akibat pengangkatan tersebut
maka terputus segala hubungan
perdata, yang berpangkal pada
keturunan karena kelahiran, yaitu
antara orang tua  kandung dan
anak tersebut.
2. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum
Islam ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam penetapan
anak angkat tersebut. Pertama, dalam
pandangan hukum Islam anak
angkat tidak  dapat menggunakan
nama ayah  angkatnya, seperti
dijelaskan dalam Surah al-Ahzabayat 4
dan 5. Kedua, antara ayah angkat
dengan anak angkat, ibu angkat dan
saudara angkat tidak mempunyai
hubungan darah. Mereka dapat tinggal

serumah, tetapi harus  menjaga
ketentuan mahram, dalam hukum
Islam, antara lain tidak dibolehkan
melihat ‘aurat, berkhalwat, ayah atau
saudara angkat tidak menjadi wali
perkawinan  untuk anak  angkat
perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di
antara mereka tidak saling mewarisi.1

Dalam hukum Islam,
pengangkatan anak tidak membawa
akibat hukum dalam hal hubungan
darah, hubungan wali-mewali dan
hubungan waris  mewaris  dengan
orang tua angkat. la tetap menjadi
ahli waris dari orang tua kandungnya
dan anak tersebut tetap memakai
nama dari ayah kandungnya.

Demikian  halnya tentang
implikasi adanya pengangkatan anak
sangat berbeda antara konsep hukum
barat/BW dan Islam. Bagaimana
pandangan  hukum Islam/lembaga
peradilan Islam dalam hal kewarisan
anak angkat tentunya akan jauh berbeda
dengan  ketentuan yang ada di
peradilan umum.

Menurut ulama figh, dalam
Islam ada tiga faktor yang menyebabkan
seseorang saling mewarisi, yaitu karena
hubungan kekerabatan atau keturunan
(al-garabah), karena hasil  perkawinan
yang sah (al-mushaharah), dan karena
faktor hubungan perwalian antara
hamba sahaya dan wali yang
memerdekakannya atau karena faktor
saling tolong menolong antara
seseorang  dengan  orang  yang
diwarisinya semasa hidupnya. Anak
angkat tidak termasuk dalam tiga
kategori tersebut di atas dalam arti
bukan satu kerabat atau satu keturunan
dengan orang tua angkatnya, bukan pula
lahir atas perkawinan yang sah dan
orang tua angkatnya, dan bukan pula
karena hubungan perwalian. Oleh
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karena itu antara dirinya dan orang tua
angkatnya tidak berhak saling mewarisi
satu sama lain. Jika ia akan mewarisi,
maka hak waris mewarisi hanya
berlaku antara dirinya dan orang
tua kandungnya secara timbal balik.

Hak Anak Dalam Hal Pewarisan

1. Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum Perdata
sebagaimana diatur dalam staatsbblad
Nomor 129 1917, telah dijelaskan
bahwa anak angkat dinyatakan sah
sebagai anak hasil perkawinan orang
tua angkatnya.

Maka oleh karenanya anak
angkat berhak atas harta warisan orang
tua angkatnya atau dengan kata lain
anak angkat tersebut sebagai ahli waris
dari orang tua angkatnya. Dan perihal
warisan terputuslah hubungan hukum
antara anak angkat dengan orang tua
kandungnya sendiri. Jadi anak angkat
berhak penuh secara mutlak atas
warisan yang dtinggalkan oleh orang
tuanya.

Selain itu anak angkat juga
memperoleh perlakuan yang sama
seperti  halnya anak kandungnya
sendiri, tetapi segala hubungan perdata
antara anak angkat dengan orang tua
kandungnya sendiri menjadi putus,
mengenai derajat kkeluargaan sedarah
dan semenda yang dilarang untuk
kawin, ketentuan-ketentuan pidana
yang didasarkan atas keturunan karean
kelahiran, ganti rugi biaya perkara dan
sandera, alat bukti persaksian dan
menjadi saksi akta otentik. Oleh karena
itu, anak tersebut terhadap harta
warisan oragng tua kandunya tidak
berhak mendapat bagian

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam (figh)
pengangkatan anak disebut dengan
tabanni, yang artinya mengambil anak.
Para ulama fikih sepakat menyatakan
bahwa hukum Islam tidak mengakui
lembaga pengangkatan anak yang
mempunyai akibat hukum seperti yang
pernah dipraktikkan masyarakat
jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari
hukum  kekerabatan  orang  tua
kandungnya dan masuknya ia ke dalam
hukum  kekerabatan  orang  tua
angkatnya.

Dalam alqur’an pengangkatan
anak yang menghapus nasab disebut
yaitu, menghubungkan asal usul anak
kepada seseorang yang bukan ayah anak
itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak
benar karena itu tegas dilarang oleh
Islam. Pengertian anak seperti demikian
jelas bertentangan dengan hukum Islam,
maka unsur menasabkan seorang anak
kepada orang lain yang bukan nasab-
nya harus dibatalkan.

PENUTUP

Dari permasalahan yang telah
dijelaskan melalui uraian-uraian dalam
bab-bab sebelumnya, maka
dikemukakan  beerapa  lesimpulan
sebagai berikut :

1. Status anak angkat menurut
Hukum Perdata dan Hukum Islam
adalah :

a. Menurut Hukum Perdata, pada
dasarnya tidak mengenal adanya anak
angkat. Pengakuan adanya anak angkat
timbul setelah diatur dalam Staatsblad
Nomor 129 tahun 1917 jo Staatsblad
Nomor 557 Tahun 1924. Sehingga
dengan adanya Staatsblad tersebut
adalah menjadi dara bagi persoalan
yang menyangkut anak angkat dan satus
hukum serta kedudukannya yang
disamakan dengan status dan kedudukan
anak kandung.
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b. Menurut Hukum Islam, Dalam
alqur’an pengangkatan anak yang
menghapus nasab disebut
menghubungkan asal usul anak kepada
seseorang yang bukan ayah anak itu.
Konsep ini adalah klaim yang tidak
benar karena itu tegas dilarang oleh
Islam.  Pengertian anak  seperti
demikian jelas bertentangan dengan
hukum Islam, maka unsur menasabkan
seorang anak kepada orang lain yang
bukan nasab-nya harus dibatalkan. la
diperlakukan sebagai anak dalam segi
kecintaan, pemberian nafkah,
pendidikan dan pelayanan dalam segala
kebutuhannya, bukan diperlakukan
sebagai anak kandungnya sendiri.
Dalam hadist Imam Alusy mengatakan
bahwa haram hukumnya orang yang
dengan sengaja menasabkan dirinya
sebagai anak seorang laki-laki yang
bukan ayahnya. Tapi seseorang yang

memanggil seseorang anak dengan
panggilan dengan maksud untuk
menunjukkan kasih sayang

diperbolehkan.

2. Hak anak angkat dalam hal
pewarisan menurut Hukum Perdata
Dan Hukum Islam adalah sebagai
berikut :

a. Menurut Hukum Perdata, anak
angkat dapat mewaris harta warisan
orang tua angkat secara penuh seperti
halnya anka kandung. Sedang terhadap
warisan orang tua kandung, ia (anak
angkat) tidak dapat mewaris.

b. Menurut Hukum Islam, karena
anak angkat bukan termasuk ahli waris,
maka anak angkat tidak mendapatkan
bagian sebagai ahli waris dari warisan
orang tua angkatnya. Walaupun tidak
mendapat warisan dari orang tua
angkatnya akan tetapi anak angkat
mendapat  wasiat  wajibat  untuk
mendapatkan harta warisan orang tua
angkatnya. Sedangkan anak angkat
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yang tidak diberi wasiat wajibat oleh
orang tua angkatnya diberi wasiat
wajibat maksimal sepertiga (1/3) dari
harta peninggalan pewaris.
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